Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kopdigkonomian
pada saat ini, maka diperlukan adanya penyesuaibadap pajak hotel yang
dipungut di Kota Pasuruan;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Repuidiinesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusidbamaka Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2002 tentajak R4otel perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpkdachuruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajait. Hot

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahl@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJdwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tah881 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesauifd981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@9)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tal@88 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegarabRedndonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkeplnidonesia
Nomor 3566) sebagaimana telah diubah dengan Undagiang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Iitigpindonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaralRkepgadonesia
Nomor 3984);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tah®87 tentang Badan
Penyelenggara Sengketa Pajak Umum (Lembaran NBggmablik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Riepmodonesia
Nomor 3684);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahl@B7 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negatdlik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Riepmodonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah yang keduadkagan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (lamaubb Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahamtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Ta003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indemsmor 47 Tahun
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmadK 4287);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Ta004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembkegera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragaideRepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tal004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200bNb2%», Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah ldiydag kedua kali
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Zahum 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NdB® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 TaR0@9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&pimdonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reputdigniesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nod®rTahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkdasuruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nog¥rTahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teriakum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®3 18omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2f)3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No&®&rTahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repudibnesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4578

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#®rTahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelengganaamniBehan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mdlesé, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoifrahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&er&erundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaBQf6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdddragan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 T&0B0b tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KB&suruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T&007 tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dakoiah Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun @&0@&ng Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kasafdan Tahun 2008,
Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.
11.

12.

13.

14.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikota beseperangkat daerah sebagai un
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertiriidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajaalhdontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bgdag bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah babesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan matapenghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajpka&egiatan penagihan
retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan panayaya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modagl iyemupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komangigseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha mdi&rdh (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, lkspedana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masganisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bemtadan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanstirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang nienrg@ga motel, losmen,
gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahamaln penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamidr deloi 10 (sepuluh).
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yaeglidisan oleh hotel.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badag gapat dikenakan Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipambayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempumjaidan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan EergHuwchdangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) buddenkler atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paliagnd 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak umekghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanysatu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun bukugytaiek sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dib@g@a suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam BagidmnT&ajak sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganaempaaerah.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutliisiagkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untaklaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek piakatau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengdentkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnyaghisinrSSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didakuldengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaa &n ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wadiko

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yatenjsegnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentbkgsarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangaembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlafakpgang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambajarg selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak gyanenentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selapgutdisingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jupiibk pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidaitang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsieya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentjikalah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebgabdari pada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnyagkainSTPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adtratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputuaag wynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kelkslirdalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadapgrpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak DaeralaniguBayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, &ettapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebilyaBaSurat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atati ISsepatusan Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusankaberatan terhadap
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusankaberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surtdtéfean Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daétidil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadamofpngan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehi\Rgjak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukah Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yand dagpakan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan perparnjakg berlaku.
Putusan Banding adalah putusan badan peradlgak atas bandin
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajokdn Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangldifaksecara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yaegiputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertaghrhlarga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengamyuswn laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi petkde Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghitignurmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sedge&tif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk med@pgiuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi danfatduk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundai@gigan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.
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28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaarah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyicikuki mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuanig tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terfata menemukan
tersangkanya.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yéanggaya disingkat APBD,
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPRg&stauan.

30. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotar&asu

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pedayarang disediakan oleh
hotel.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakaim ldbtel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hatgl sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas agghdan hiburan.

(2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ladala
a. losmen;

b. wisma pariwisata;
c. rumah penginapan dan sejenisnya;
d. rumah kos yang memiliki jumlah lebih dari 10 kamar.

(3) Jasa penunjang sebagaimana pada ayat (Lhddaiktas telepon, facsimile,
teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, sktertransportasi dan fasilitas
sejenis lainnya yang disediakan atau yang dikéilofz!.

(4) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dinthgada ayat (1) adalah :

a. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan olehef®ah atau
Pemerintah Kota;

b. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kagikeagamaan,;

c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perapaatti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan.

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yasgjetiggarakan oleh Hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yasigkukan pembayaran kepada
orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yanmgomahakan Hotel.
BAB 1]
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembraydea yang seharusnya
dibayar kepada Hotel.
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